
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 107 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

MASTERPLAN DEMAK SMART CITY TAHUN 2019-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa Visi Kabupaten Demak adalah Terwujudnya 

Masyarakat Demak Yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, 

Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis; 

 

b. bahwa salah satu program unggulan guna mencapai Visi 

Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

adalah mewujudkan Program Demak Smart City (Kota Pintar 

Berbasis IT); 

 

c. bahwa dalam rangka mencapai Visi Kebupaten dan 

mewujudkan program unggulan Demak Smart city 

diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan dan 

komperhensif sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan 

program terpadu yang disusun dalam bentuk Masterplan 

Smart city Kabupaten Demak; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Masterplan Demak Smart City 

Tahun 2019-2029; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11            

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016             

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015        

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesi Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18              

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019        

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6400); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016    

Nomor 51); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN DEMAK SMART 

CITY TAHUN 2019-2029. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan 

dan pengembangan program dan kegiatan. 

2. Smart city adalah Kabupaten yang dapat mengelola berbagai 

sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada 

untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan 

untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya 

sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. 

3. Masterplan Demak Smart city adalah dokumen rencana 

induk sebagai panduan untuk mewujudkan Demak yang 

Agamis, Cerdas, Sejahtera dan Berdaya Saing. 

4. Demak Smart City adalah Kabupaten Demak yang Agamis, 

Cerdas, Sejahtera, dan Berdaya Saing dalam 

menatakelolakan sumber daya (alam, manusia, waktu, dan 

lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien 

dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada 

warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan 

berkelanjutan. 

5. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan 

daerah otonom. 



7. Bupati adalah Bupati Demak. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah. 

 

 

BAB II 

SISTEMATIKA MASTERPLAN 

 

Pasal 2 

Masterplan Demak Smart City memuat arah kebijakan, strategi 

pengembangan, dan penyelarasan program Perangkat Daerah 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2019 

sampai dengan Tahun 2029 secara berkesinambungan untuk 

mewujudkan Visi Kabupaten Demak. 

 

Pasal 3 

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi 

sebagai: 

a. pedoman pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi 

pembangunan daerah menuju Demak Smart City; 

b. pedoman dalam menyusun dan membuat usulan 

penganggaran kegiatan untuk masing-masing Perangkat 

Daerah yang mendukung Demak Smart City; dan 

c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan 

program kegiatan yang mendukung Demak Smart City. 

 

Pasal 4 

( 1 )   Sistematika Masterplan Demak Smart City sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : VISI SMART CITY DAERAH 

c. BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY 

KABUPATEN DEMAK 

d. BAB IV : RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN 

DEMAK 

e. BAB V : PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN D 

EMAK 

f. BAB VI : QUICK WIN PROGRAM INOVASI MENUJU 

DEMAK SMART CITY 

 

( 2 )   Rincian sistematika masterplan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpusahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



 

BAB III 

PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 26 Desember 2019 

 

      BUPATI DEMAK, 

 

      TTD 

 

     HM. NATSIR 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DINKOMINFO  

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO   

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


